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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan tentang relevansi teori hukum murni Hans Kelsen 

terhadap sistem hukum di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa teori ini masih 

memilki posisi yang cukup penting dalam memahami struktur dan cara kerja hukum 

secara normatif. Teori hukum murni menekankan bahwa hukum harus dilihat 

sebagai suatu sistem norma yang berdiri sendiri, terlepas dari pengaruh politik, 

moral, maupun sosiologis. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini membantu 

menjelaskan bagaimana sistem hukum dibangun secara berjenjang, mulai dari 

norma dasar hingga peraturan yang lebih kompleks. 

Salah satu kontribusi utama teori ini terlihat dalam konsep hierarki norma 

yang juga diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Adanya tingkatan peraturan 

perundang-undangan menujukan bahwa setiap norma harus memiliki dasar 

legitimasi dari norma yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa 

validitas hukum tidak ditentukan dari sisi moralnya, tetapi melalui posisinya dalam 

struktur norma yang sah. Dengan demikian, teori ini memberikan kerangka berpikir 

yang sistematis dalam memahami legalitas suatu aturan. 

Namun, penerapan teori hukum murni di Indonesia tidak bisa dilakukan 

secara kaku. Realitas masyarakat Indonesia yang sangat beragam dari segi budaya, 

agama, dan nilai sosial menuntut adanya fleksibilitas dalam melihat hukum. Jika 

hanya berpegang pada pendekatan normatif semata, maka hukum kehilangan 

relevansinya dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, meskipun teori ini kuat dalam 

menjamin kepastian hukum, ia masih memiliki keterbatasan dalam menjawab 

dinamika sosial yang terus berkembang. 

Selain itu, dalam praktiknya, sistem hukum di Indonesia juga tidak 

sepenuhnya bebas dari pengaruh politik dan kepentingan tertentu. Hal ini 

menunjukan bahwa konsep kemurnian hukum yang diidealkan oleh Kelsen sulit 

diwujudakna secara utuh. Proses pembentukan hukum sering kali melibatkan 
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kompromi politik, sehingga hukum tidak selalu bersifat netral. Kondisi ini menjadi 

tantangan tersendiri dalam menjaga konsistensi antara teori dan praktik hukum. 

Di sisi lain, teori hukum murni tetap relevan dalam memperkuat prinsip 

supermasi hukum. Dengan menempatkan hukum sebagai sistem yang terstruktur 

dan rasional, teori ini mendorong adanya kepastian dan keteraturan dalam 

penyelenggaraan negara. Hal ini penting terutama dalam konteks negara hukum 

seperti Indonesia, dimana semua tindakan pemerintah seharusnya didasarkan pada 

hukum yang berlaku. 

Dengan demikian, relevansi teori hukum murni di Indonesia dapat dilihat 

sebagai fondasi konseptual yang membantu memahami sistem hukum secara 

formal. Namun, untuk mencapai keadilan yang substantif, pendekatan ini perlu 

dikombinasikan dengan perspektif lain yang lebih memperhatikan aspek sosial dan 

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Jadi, teori hukum murni tidak bisa 

dijadikan satu-satunya acuan, tetapi tetap menjadi bagian penting dalam 

pengembangan hukum nasional. 

5.2. Usul Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat diajukan 

untuk pengembangan sistem hukum di Indonesia ke depan.  

Pertama, kepada para pembentuk hukum, penting bagi para pembentuk 

hukum untuk tetap mempertahankan struktur normatif yang jelas sebagaimana yang 

ditekan dalam teori hukum murni. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan 

kepastian hukum, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar peraturan. Dengan 

struktur yang rapi, masyarakat juga akan lebih mudah memahami dan mematuhi 

hukum yang berlaku. 

 Kedua, kepada para penegak hukum, teori hukum murni Kelsen 

menekankan pentingnyapenegakan hukum yang berorientasi pada aturan yang 

berlaku, bukan pada tekanan politik, kepentingan pribadi, atau faktor nonhukum 

lainnya. Aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi perlu menjaga 

profesionalitas dan indenpendensi dalam menjalankan tugas agar tercipta kepastian 

hukum yang sejalan dengan prinsip negara hukum. penegakkan hukum yang 

konsisten juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum 

di Indonesia. 
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 Ketiga, kepada institusi pendidikan hukum, teori hukum murni Hans Kelsen 

perlu diajarkan secara lebih kritis dan kontekstual agar mahasiswa hukum tidak 

hanya memahami hukum sebagai teks normatif, tetapi juga mampu melihat 

penerapannya dalam realitas hukum Indonesia. Perguruan tinggi diharapkan 

mampu mengembangkan pembelajaran yang menyeimbangkan aspek teoritis dan 

praktik sehingga lahir sarjana hukum yang memahami pentingnya kepastian hukum 

sekaligus keadilan sosial dalam masyarakat.  

5.3. Catatan Kritis 

Teori hukum murni yang dikemukakan oleh Hans Kelsen memiliki tujuan 

untuk menjadikan hukum sebagai ilmu yang berdiri sendiri tanpa dipengaruhi unsur 

politik, moral, agama, maupun sosiologi. Menurut Kelsen, hukum harus dipahami 

sebagai sistem norma yang tersusun secara bertingkat, di mana norma yang lebih 

rendah mendapatkan keabsahan dari norma yang lebih tinggi hingga mencapai 

grundnorm atau norma dasar. Pemikiran ini memberikan kontribusi besar dalam 

menciptakan kepastian hukum karena hukum dipandang secara objektif dan 

sistematis. Dalam konteks negara modern, teori ini membantu membangun tata 

hukum yang terstruktur hingga setiap peraturan memiliki dasar legitimasi yang 

jelas. 

Namun, secara kritis teori hukum murni juga memiliki kelemahan karena 

terlalu menekankan aspek formal hukum dan mengabaikan realitas sosial yang 

berkembang dalam masyarakat. Dalam praktiknya hukum tidak pernah benar-benar 

bebas dari pengaruh politik, budaya, ekonomi, maupun moral. Banyak keputusan 

hukum lahir dari kompromi politik dan kondisi sosial tertentu. Jika hukum hanya 

dipahami sebagai aturan normatif tanpa melihat rasa keadilan masyarakat, maka 

hukum dapat menjadi kaku dan kehilangan fungsi sosialnya. Oleh sebab itu, kritik 

terbesar terhadap teori Kelsen adalah pandangannya yang dianggap terlalu ideal dan 

sulit diterapkan secara murni dalam kehidupan nyata. 

 Di Indonesia sendiri, teori hukum murni masih relevan terutama dalam 

menjaga hierarki peraturan perundang-undangan dan prinsip supermasi hukum. 

Akan tetapi, sistem hukum Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh nilai politik, 

sosial, udaya, dan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini menunjukkan bahwa 

hukum diIndonesia tidak sepenuhnya dapat dipisahkan dari aspek nonhukum 



81 
 

sebagaimana yang diinginkan Kelsen. Dengan demikian, teori hukum murni tetap 

penting sebagai dasar memahami struktur hukum, tetapi dalam penerapannya perlu 

dipadukan dengan pendekatan yang lebih memperhatikan keadilan sosial dan 

kondisi masyarakat. 
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